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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya problematika dalam
perlindungan dan pemberdayaan petani padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan
Kandangan Kabupaten Kediri. Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani tersebut
sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang ditetapkan oleh Presiden RI tanggal
6 Agustus 2013,tentu ini menjadi permasalahan yang cukup menarik untuk
dijadikan studi penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2013 Tentang Perlidungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Pada Petani Padi Di
Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri).

Fokus dalam penelitian ini adalah : 1) Implementasi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada
Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)?, 2)
Upaya Dinas Pertanian Dalam Melakukan Perlindungan Dan Pemberdayaan
Petani di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Menurut
Hukum Positif?, 3) Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk
Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri) dalam Perspektif Figih
Siyasah?.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan
menggunakan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan
tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tahap persiapan, tahap
pelaksanaan, tahap analisis data dan terakhir yaitu tahap pelaporan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Implementasi Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi
Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten
Kediri)sudah terlaksana sebagaimana mestinya, tetapi terkait dengan menyediakan
prasarana dan sarana produksi pertanian belum efektif terlaksana. Dari situ sudah
jelas bahwa program yang diselenggarakan dari pemerintah belum bisa mencapai
target untuk mensejahterakan petani, 2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas
Pertanian Kabupaten Kediri dalam melaksanankan perlindungan dan
pemberdayaan Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan
Kabupaten Kediri yaitu, Proses Pembentukannya Mengikuti Persyaratan yang ada
dalam amanat Undang-Undang yang Berlaku yakni Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani padi, Seluruh
Kelompok tani maupun gapoktan yang ada di Kabupaten Kediri sudah ada di data
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base Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), Melakukan
koordinasi secara berkala dengan penyuluh PPL agar memperoleh informasi tepat
terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Padi, Pemberian bantuan kepada
petani seperti bantuan benih jagung, padi, dan pupuk, Adanya asuransi usaha tani
padi (AUTP) sebagai bentuk perlindungan terhadap petani, Mengadakan
pelatiahan-pelatihan yang bertujuan untuk memajukan pertanian di Kabupaten
Kediri, Pemberian bantuan sarana maupun prasarana pertanian, seperti irigasi. 3)
Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan
Kandangan Kabupaten Kediri)termasuk kedalam pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
sedangkan dalam perspektif Figih siyasah termasuk kedalam ruang lingkup figih
siyasah dusturiyah. Karena Siyasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas
antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara
perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar
penting dalam perundang-undangan tersebut.
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ABSTRACT

Evi Choirunisa. 12103183018, Implementation of Law Number 19 of 2013
concerning Protection and Empowerment (Study on Rice Farmers in Jeruk
Gulung Village, Kandangan District, Kediri Regency), Department of
Constitutional Law, IAIN Tulungagung, 2021, Ladin, SHI, MH

Keywords: Rice Farmers, Farmer Protection, Farmer Empowerment

This research is motivated by the many problems in the protection and
empowerment of rice farmers in Jeruk Gulung Village, Kandangan District, Kediri
Regency. The Protection and Empowerment of Farmers has been contained in
Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers
which was stipulated by the President of the Republic of Indonesia on August 6,
2013, of course this is a problem that is quite interesting to be used as a research
study on the Implementation of Law Number 19 of 2013 About Protection and
Empowerment of Farmers (Study on Rice Farmers in Jeruk Gulung Village,
Kandangan District, Kediri Regency).

The focus of this research is: 1) Implementation of Law No. 19 of 2013
concerning Protection and Empowerment (Study on Rice Farmers in Jeruk
Gulung Village, Kandangan District, Kediri Regency)?, 2) The Efforts of the
Agriculture Service in Protecting and Empowering Farmers in Jeruk Village
Gulung, Kandangan District, Kediri Regency According to Positive Law?, 3)
Implementation of Law Number 19 of 2013 concerning Protection and
Empowerment (Study on Rice Farmers in Jeruk Gulung Village, Kandangan
District, Kediri Regency) in a Siyasah Figh Perspective.

The research method used by the researcher is qualitative using an
empirical approach. Data collection techniques used in this study were
observation, interviews and documentation. While the stages carried out in this
research are the preparation stage, the implementation stage, the data analysis
stage and the last stage is the reporting stage.

The results of this study indicate that: 1) The implementation of Law
Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment (Study on Rice
Farmers in Jeruk Gulung Village, Kandangan District, Kediri Regency) has been
implemented as it should, but related to providing infrastructure and agricultural
production facilities has not effectively implemented. From there it is clear that the
program organized by the government has not been able to achieve the target for
the welfare of farmers, 2) The efforts made by the Department of Agriculture of
Kediri Regency in implementing the protection and empowerment of Rice
Farmers in Jeruk Gulung Village, Kandangan District, Kediri Regency, namely,
the Forming Process Follows the Requirements. it is in the mandate of the
Applicable Law, namely Law Number 19 of 2013 concerning Protection and
Empowerment of Rice Farmers. All farmer groups and gapoktans in Kediri
Regency are already in the data base of the Agricultural Extension Management
Information System (Simluhtan), Coordinate regularly with PPL extension
workers in order to obtain accurate information related to the Protection and
Empowerment of Rice Farmers, Providing assistance to farmers such as
assistance for corn seeds, rice, and fertilizers, The existence of rice farming
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insurance (AUTP) as a form of protection for farmers, Conducting trainings which
aims to advance agriculture in Kediri Regency, providing assistance for
agricultural facilities and infrastructure, such as irrigation. 3) Implementation of
Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment (Study on
Rice Farmers in Jeruk Gulung Village, Kandangan District, Kediri Regency) is
included in the implementation of Law Number 19 of 2013 concerning Protection
and Empowerment of Farmers, while in the perspective of Figh siyasah including
into the scope of siyasa dusturiyah figh. Because Siyasah dusturiyah is a part of
figh siyasah which discusses matters of state legislation. This section discusses,
among others, the concepts of the constitution (the constitution of the state and
the history of the birth of legislation in a country), legislation (how to formulate
laws), democratic institutions and shura which are important pillars in the
legislation. .
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